LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,;

Menimbang: a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa 181 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetgpan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
undang, Kepala Daerah menggukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendgpatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang digukan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD,
serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
padatanggal 20 bulan Desember tahun 2006;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a
dan b, perlu menetgpkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun Anggaran 2007,


http://www.djpp.depkumham.go.id

Mengingat :

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propins Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
25);

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolus dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
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0.

10.

11.

12.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421),

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetgpan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesianomor 4548);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

14.

15.

16.

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pagjak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138):

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
akuntans Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minima (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelgporan
Keuangan dan Kinerja Instanss Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelgporan,
Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2004
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp.432.857.706.000,-
2. BdanjaDaerah Rp.484.876.400.556,-
Surplus/ (Defisit) Rp. (52.018.694.556,-)
3. Pembiayaan Daerah :
a Penerimaan Rp. 55.018.694.556,-
b. Pengeluaran Rp. 3.000.000.000,-
Pembiayaan Netto Rp. 52.018.694.556,-
Sisa L ebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0,-
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a Pendapatan Adli Daerah sejumlah Rp. 23.700.000.000,-
b. Danaperimbangan sgjumlah Rp. 394.057.706.000,-
c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 15.100.000.000
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :
a Pagjak daerah sejumlah Rp. 2.943.670.000,-
b. Retribus daerah sejumlah Rp. 4.797.518.000,-
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3)

(4)

D)

(2)

3)

D)

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisshkan sgumlah  Rp.
9.917.378.880,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 6.041.433.120,-

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan :

a Danabagi hasil Pgak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 15.277.706.000,-

b. Danaaokas umum sejumlah Rp. 334.472.000.000,-

c. DanaAlokas Khusus sejumlah Rp. 44.308.000.000,-

Lain-lain pendgpatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

terdiri dari jenis pendapatan :

a Hibah sejumlah Rp. 2.100.000.000,-

b. Danadarurat sejumlah Rp. -

c. Danabagi hasil pgak sejumlah Rp. 8.000.000.000

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 5.000.000.000

e. Bantuan keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
Rp.

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a BelanjaBelanjaTidak Langsung sejumlah Rp. 266.515.005.980,-

b. BelanjaBelanjaLangsung sejumlah Rp. 218.361.394.576,-

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja:

Belanjapegawai sejumlah Rp. 230.278.297.380,-

Belanja bunga sejumlah Rp. 49.958.600,-

Belanja subsidi sjumlah Rp. -

Belanja hibah sejumlah Rp. -

Belanja bantuan sosia sejumlah Rp. 24.888.000.000,-

Belanjabagi hasil kepada pemerintahan nagari sejumlah Rp. 1.018.750.000,-
Belanja bantuan keuangan sgumlah Rp. 8.980.000.000,-

Belanjatidak terduga sejumlah Rp. 1.300.000.000,-

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:

a Belanjapegawal sejumlah Rp. 31.345.675.259,-

b. Belanjabarang dan jasa sejumlah Rp. 54.612.886.265,-

c. Belanjamodal sejumlah Rp. 132.402.833.042 -

Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a Penerimaan sgjumlah Rp. 55.018.694.556,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.000.000.000,-

SQ@ o0 oo
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

3)

a

~oa0oT

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.
55.018.694.556 -

Pencairan Dana Cadangan sgjumlah Rp. -

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sgumlah Rp. -

Penerimaan pinjaman dari pemerintah dan obligas daerah sejumlah Rp. -
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. -

Penerimaan Piutang sejumlah Rp. -

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :

a

b
C.
d

Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. -

. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 3.000.000.000,-

Pembayaran Pokok Hutang sgumlah Rp. -

. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. —

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasdl 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiranl Ringkasan APBD;

2. Lampiranll Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi SKPD;

3. Lampiranlll  Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;

4. LampiranlV  Rekepitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. LampiranV  Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

6. LampiranVI  Daftar jumlah pegawa per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VIl  Daftar piutang daerah;

8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. LampiranIX  Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetgp daerah;

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

11. Lampiran X1  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran X1l  Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran X111 Daftar pinjaman daerah dan Obligasi Daerah.
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Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mula berlaku padatanggal 1 Januari 2007.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batusangkar
Padatanggal 24 Januari 2007

BUPATI TANAH DATAR

dto
M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Padatanggal 24 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

dto

Ir. SYAMSUL BAHRI
Pembina Utama M adya

NI P. 010153811

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2007 NOMOR 1
SERI A
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